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ABSTRAK

A. Nama :THERESIA RATNA SARI P

B. Judul :“Upaya Hukum Notaris Terhadap Kewenangan
Penjatuhan Sanksi Oleh Kementerian Hukum Dan Ham
(Study Kasus Putusan No.235/6/2019/Ptun.JKT)”

C. Halaman :
D. Kata Kunci : Ratio Decidendi, Upaya Hukum, Notaris
E. Isi abstrak :

Pada kasus putusan Putusan No 235/G/2019/PTUN.JKT notaris telah melakukan
penandatangan akta di luar wilayah jabatannya, laporan dari peristiwa tersbut menerbitkan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 6 Agustus 2019 Tentang
Pemberhentian dengan Tidak Hormat jabatan notaris, KTUN tersebut merupakan tindak
lanjut atas usulan MPW Notaris yang dikuatkan oleh usulan Putusan MPP Notaris. Ratio
decidendi putusan perkara tersebut tidak mempertimbangkan kewenangan atribusi
Kemenkumham dalam mengeluarkan KTUN kepada Notaris, selain itu penerbitan KTUN
dalam perkara a quo tidak melanggar AAUPB sebagai dasar gugatan ke PTUN. Sehingga
Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris yang terkena sanksi
pelnggaran jabatan notris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris? Dan bagaimanakah
ratio decidendi Putusan No 235/G/2019/PTUN.JKT terhadap kewenangan pengawas notaris
dalam memberikan sanksi jabatan notaris?.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris yang terkena sanksi pelnggaran
jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat ditempuh melalui 2 cara,
yang pertama upaya adminitrasi yang terdiri atas keberatan dan banding admnistrasi, cara
yang kedua yakni mengajukan gugatan ke PTUN atas pembatalan KTUN pemberian sanksi
tersebut,. Ratio decidendi Putusan No 235/G/2019/PTUN.JKT terhadap kewenangan
pengawas notaris dalam memberikan sanksi jabatan notaris tidak memeprhatikan
kewenagan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada kementerian hukum dan
ham dalam mengeluarkan KTUN pemberian sanksi kepada Notaris, dan tidak
mempertimbangkan procedural yang telah dilalui secara sistematik dan kehati-hatian dalam
mengeluarkan KTUN tersebut yang telah memenuhi syarat dan kriteria untuk penjatuhan
sanksi secara tidak terhormat kepada Notaris dalam perkara ini.

Maka, dibutuhkan regulasi yang khusus terhadap upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh Notaris yang dijatuhi sanksi terhadap lembaga yang memiliki kewenangan
dengan berdasar atas regulasi general Udang-Undang Administrasi pemerintahan dan
undang-undang jabatan notaris. Dan dibutuhkan asas kehati-hatian dan kecermatan dalam
membuat Putusan terutama judex fuctie yang akan berimplikasi langsing keapda para pihak
dalam hal ini notaris dan Kemkumham terkait pemulihan nama pejabat notaris dan
pengembalian pemegang protocol atas jabatan notaris yg dipecat juga Ketidak balance
sistem adminitrasi setelahnya.

F. Daftar acuan : 74 (1983-2022)
G. Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H, M.Hum
H. Penulis : THERESIA RATNA SARI P



ABSTRACT

A. Name :THERESIA RATNA SARI P

B. Thesis Title :“ Notary Legal Remedies Against the Authority of
Imposing Sanctions by the Ministry of Law and Human
Rights (Decision Case Study No.235/6/2019/Ptun.JKT)”

C. Pages :
D. Keywords : Ratio Decidendi, Legal Remedies, Notary
E. Abstract Content :

In the case of Decision Decision No. 235/G/2019/PTUN.JKT the notary has signed
a deed outside his territory of office, the report of the incident issued a Decree of the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on August 6 2019
Concerning Disrespectful Dismissal of the position of notary, the KTUN is a follow-up to
the MPW Notary's proposal which was strengthened by the MPP Notary's Decision
proposal. The ratio decidendi for the case decision did not take into account the attribution
authority of the Ministry of Law and Human Rights in issuing KTUNs to Notaries, besides
that the issuance of KTUNs in the a quo case did not violate AAUPB as the basis for a
lawsuit to the Administrative Court. So what are the legal remedies that can be taken by a
notary who is subject to the sanction of a notary's office violation based on the notary's
office law? And what is the ratio decidendi of Decision No. 235/G/2019/PTUN.JKT on the
authority of the notary supervisor in imposing sanctions on the position of a notary?

Legal remedies that can be taken by a Notary who has been sanctioned for
breaching the position of a notary based on the Notary Office Law can be taken in 2 ways,
the first is administrative efforts consisting of administrative objections and appeals, the
second way is to file a lawsuit to the PTUN for canceling the KTUN imposing sanctions
the,. Ratio decidendi Decision No 235/G/2019/PTUN.JKT regarding the authority of the
notary supervisor in imposing sanctions on the position of a notary does not pay attention to
the absolute authority granted by law to the ministry of law and human rights in issuing
KTUN imposing sanctions on notaries, and does not consider the procedural has been
carried out systematically and carefully in issuing the KTUN which has met the
requirements and criteria for dishonorably imposing sanctions on a Notary in this case.

Thus, special regulations are needed regarding legal remedies that can be taken by
Notaries who are subject to sanctions against institutions that have authority based on
general regulations on government administration laws and notary office laws. And the
principle of prudence and accuracy is needed in making a decision, especially judex fuctie
which will have slim implications for the parties, in this case the notary and the Ministry of
Law and Human Rights regarding the restoration of the name of the notary official and the
return of the protocol holder for the notary position who was dismissed as well as the
imbalance in the administrative system afterwards.

F. Reference : 74 (1983-2022)
G. Lecturer : Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H, M.Hum
H. Author : THERESIA RATNA SARI P
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